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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO   
NOMOR 9 TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  

NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURWOREJO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pedoman dan dasar hukum 

bagi desa dalam melakukan penyusunan, perubahan, 
perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, telah diterbitkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 74 Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
pengaturan mengenai pedoman penyusunan, perubahan, 
perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

 
  c. bahwa agar pengaturan mengenai pedoman penyusunan, 

perubahan, perhitungan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten 
Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 
dengan  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4548); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 
Nomor 3); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

dan 
BUPATI PURWOREJO 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 
16 TAHUN 2000 TENTANG PENYUSUNAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. 

 
Pasal 1 

 
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 tentang 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2000 Seri D Nomor 16), dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo. 
 
 
       Ditetapkan di Purworejo 
       pada tanggal 28 April 2008  
 
       BUPATI PURWOREJO 
 
              ttd  
 

KELIK SUMRAHADI 
 
Diundangkan di  Purworejo 
pada tanggal 28 April 2008 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO, 

 
                                          ttd 

 
AKHMAD FAUZI 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
TAHUN 2008 NOMOR 9 SERI D NOMOR 8  
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